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PENDAHULUAN

Sejalan dengan adanva
globalisass,  pembangunan  perkolaan
semakin  mendapar  perhatian  dalam
pembangunan daerah, dikarenakan
perkotaan merupakan bagian vang tidak
dapat dipisahkan dar pembangunan
dagrah, dan kota meropakan pusac dari
sceals  aktivitas  eckononu,  sepert
perdagangan dan 1ndustri, juea
pemubiman, pelavanan jasa sosial dan
pusat  jaringan  transportasi  sehingga
pertumnbuhany  koti vang  pesat  akan
menyumbangkan nifar tambah vang cukup
bosar bagr  perckonomian daerah dan
perckonasimian nasional

Oleh karena . seperin halpyva
dengan Pemennrah Dagrah di koda-koo
besar lain, terutama di negara sedame
berkembane, Pemerntah Dacrah
Rotamadyva Yogyvakana harus mampu
untuk menyvediakan prasarana dan sarana
(infrastrubur) perkotaan sesuai dengan
tuntutan perkembangan sosial, ekonomi.
dan politik dasrah

Masalzsh wvang dihadapi  oleh
Pemerintah Daerah Kotamadya
Yogvakanta sehubungan dengan hal di
atas  adalah pembiavaan  pengadazn
prasazana dan samna ckonomi dan sosial
bagi masvarakatnva Sementara di saty
piiak  kebutuhan  amw  permintaan
masyvarakal akan prasarana ckomsom dan

sosial  [erssebut meninckat  demikian
cepatnya., di lain pihak  kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya
Yogyakarta dalam menyvediakan
L] . E

prasarana ekonomi dan sogial tersebuor
terbatas Hal ini meagakibatkan
kesenjangan antara permintzan
masvarakat dengan prasamana  vang
tersedia semakin melebar

KESENJANGAN FISKAL D1
KOTAMADYA YOGYAKARTA

Selama  penode [ D8 19,
penduduk  perkotaan di Indonesa telah
wmbuh dengan kecepatan rata-rata per
tahun leirih dan 3 persen. Dalam rhun
970 hanya terdapar |5 persen penduduk
vang berdiam di perkotaan, ssdangkan
dalam tahun 19%% penduduk perkotaan
tclah melebihi 30 persen dan dalam tahun
2020 diperkirakan separsh dan selurub
penduduk  akan  tinggal di daerah
perkeotaan (MNota Keuangan dan RAPEN
| 006/1007),

v Kotamadva  Yopyakara
pertumbuban  penduduk  vang  tinggi
terdapat i wilayah perkotaan  dan
perkembangan  PDRB  vang  terus
menizgkat  terutama di wilavah
rogvakcarta Urban Development Profec
{YUDP) menunmit  kualitas  pefavanan
vang semakin meningkat, Pertumbuhan
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penduduk  perkotaan  di Kotamadva  persen dan pada tahun 1996 menjadi
Yogvakarta selama tahun  1991-1996 42| 167
meningkat kurang lebih sebhesar 7,820

Tabel 1

Pertumbuban Penduduk YUDP di DIY
Tahun 194%91-19%6

Wilavah Penduduk Penduduk Pertumbubar
Tahun 1991 | Tahun 1996 Penduduk
| Kodva Yogvakaria 413341 B 7 3 L A 7 R26
| Kabupaten Sleman { 296.442 343.518 47074
Kabupaten Bantul 167.714 192.329 24613
TOTAL ETT. 497 »  FBT013 19516

Sumber: Mediswm-tern Investment Frogram 199271993-1996/1987, Y1/DP

Dengan semakin meningkat-nva
kegiatan  pembangunan i daerah,
semakin besar pula kebutuhan akan dana
vang hames dihimpun oleh Pemerintah
Dagrah. Keébutuhan zkan dana mersebu

tidak dapat sepenuhnya disediakan aleh

“dana vang bersumbzr dan Pemerintah

Dacrah  sendi  (Hiraswwan, 12907, Dleh
karena iy perly  altermatif lain  untuk
menutup kekurangan dana tersebut

Tabel 2
Pendapatan PAD dan PBE Kolamadya Yogvakarts
Tahun 199271953 . 1206/ 1997
fﬁ"dfﬂ'rrr__f'.'r.’u r':.l'l.m'-re.ﬁl_l

Sumber 82/83 03)54 94195 95M@6  BEAT Jumlab |
Pendapatan 5 F293-98IGT
PAD 6484 BD1B 993 12338 15.351 52127
PEE 155 18b8  2%H 2479 2791 10,883
iy g e G

PAD & PEB
Pertumbuhan - 234% 221% J24% 224% 226% |
par tahun

Sumber Medium-ferm investment Program 1992 1993-1996/1997, YLIDP

untuk - menggiatkan  geldor swasta dan
masvararaka untuk mengadakan
Investas Pemenntah  berkeinginan

Pengadaan prasarana wmum akan
mengarahkan pembangunan perkotaan ke
dalam tata ruang vang diinginkan. sera
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membual investasi vang strateges dalam
prasaroma umum di sam pihak sesum
dengan ‘kebutuhan nvata’ dam di lan
pihak  bertujuan  untuk merealisasikan
suafu visi fentang pengembangan tata
ruang. Realisasi dan stratepi  tersebut
memeriukan pengadaan prasarana  dan
fasilitas umum secara strategis  vang
mendukung  pertumbuhan ekonom:,
menciptakan pekerjaan baru dan memberi
kondisi kehidupan vang lebih menank di

kota-kota vang lebih kecil di daerah
sekitamya.

Kebijakan pemerintah  mengena
penyediaan infrastrulcur dapat

dikeiompokkan menjadi dua strategi vang
berbeda. Serategi pertama mengacu pada
aspex  permintaan, vaile menvediakan
infrastruktur bagi permintaan vang telah
ada atw dopat diketahui lebih dahulu
atrategl  kedua  adalah  penvediaan
infrastruktur schelum adanya permintaan,
sehingga pernuntaan diproveksikan pada
dasar  tngkyt  arget  pertumbuhan
pencapatan  ate  ekstrapolasi | dari
kecenderungan vang ada.

FERMASALAHAN

Pada prnsipnva pengangearan
biaya operasi dan pemeliharaan sarana
dan  prassmana  perkotaan  bersumber
dikaegonkan sshapm pengeluaran mutin
[recrireng EXprHGET R, sedangkan
penvediaan unuk pembangunan sarana
dan  praziranad perkofaan eapiral
expeadiiure)  dibiavar  dari Bapmwan
Pembangunan Dacrah . Prinsip
sebagaimana dimaksud bertuuan menilar
tingkat efisiensi dan  efeldifitas  serta
rasionalitas penvediaan salu umt jasa
pelavanan  dibubungkan dengan biava
imvestasi sehingga menphasilkan sumber
pendapatan  daerzh  untuk  membiava
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bava operas dan pemeliharaan aset o
masa datang, fetapi ndak scluruhnya
penvedizan jasa perkotaan  pelavanan
pemermtahan menghasilkan penerimaan.
Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip
anggaran daerah yang seimbang dan
dinams maks unituk menjaga
keseimbangan dalam upava
mengantisipasi keterbatasan penerimaan,
intensifikass  dan  ekstensifikass  PAD
mutlak diperlukan. Pembiayaan
pengelolaan sarana dan prasarana yang
bersifat codr recovery dapat dilakukan
melalui  pinjaman, kerjasama dengan
pih=k ketiga atau investasi swasta,

Dalam  kenvataan  walaupun
intensifikast  dan  ekstensifikasi  PAD
dilakukin, akan tetapi dalam penvediaan
jasa  perkoraan  Pemenntah  Daerab
termasuk Pemenntah Dacrah Kotamadyva
Yogyakana dikadapkan pada berbagm
permasalahan diantaranya:
| Terbatasnva kewenangan pemungutan

sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Belum  terciplanva  msionalisasi
pemungitan

3. Belom berfungsinva secara maksimal
mekanisme pengendalian dan
pengawasan pemungutan.

4. Tidak l¢lwasanya daerah

menggunakan banluan pusat unmk
membiayar kematan runin { biava
operasi dan pemeliharaan), sehinggs
perhatian  pembiayvdan  cenderung
diarahkan ik kepentingan
pembangunan. Dengan  keterbatazan
kemampuan penyvediaan dana dalam
Anggaran Rutin, hal tesebut dapat
menurunkan standar kualitas
pelavanan  vang pada  akhimva
menimbulkan ketidakpuasan
masyarakat dalam menggunakan jasa
pelayanan perkotaan,
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2. Belum mantapnva TELATE e
pengelolaan  jasa  pelavanan  baik
diimjau ~ dan scg Organisasi,

administrast, maupun sumber dava
manusia pengelolanva

ALTERNATIF PEMBIAYAAN
FPEMBANGUNAN PERKOTAAN
Pembangunan perkotaan dapat

dibiavai dan berhagai sumber vaitu

|. Pembiavaan dan pemerintah pusat,
batk berupa DIP., bantuan Inpres
mavpun dar bagi hasil pajak dan
bukan pajak

2  Pembiavaan dan pemenntah dasrah

[APBD)

Pembiavaan dan hasil punguian atas

b

prasarana’ pelavanan Vang
bersanekutan
4 Pembiavaan dan pimjaman
 Pembiavaan  vang  bersifat  son-

tredisional

Pembiayaan dari Pemerintah Pusat

DV antars.  berbagat  alternatif
sumber pembiavaan  untuk  perkotaan,
selama imi tersedin dana vang

dialokasikan olch pemerntah pusat unhok
pemenniah dagrah, batk berupa ubah atau
subsidi - maupun bagr hasil pajak dan
bukan pajak. :

Hibah dan pemerintal pusat pada
dazamyva ada dalam bentuk DIP dan dapat
pula berbentuk  bantwan  Inpres. DIP
adalah plafen dana vang disediakan bagi
instanst  {depamemen)  terkaic. wniuk
diteruskan kepada aparat vertitkalma

dacral  puna  melaksanakan  provek
pembangunan.  termasuk  jues  untuk
pembaniunan perkotaan. Sarang

prasaranz dan pelavanan umum  vang
dibangun denzan menggunakan dana DEP
pada. dasamva adalak vang menpadi

kewenangan  pemerintah  pusat  dalam
rangka pelzksanaan asas dekonsentrasi.
D tain pithak banmian Inpres adalah

bantuan sang  dimaksedkan  wistuk
peminnyvaan  sarapa’  prasamana vang
menjadi  kewenanganpemenntah  dagrah

dalam rangka  pelaksanaan  asas
desentralisusi, Bantuan lnpres terdin dan
bantuan Inpres vang bersifat umem (block
grant). misalnva Inpres Dati [ Inpres Dan
Il. Inpres desa: dan bantuan Inpres vang
bersifat khusus (zpesific gronn. misalnya
Inpres kesehatan. Inpres 50

Dalam  =mistem  hibah  spesifik
binvak pengarahan, batasan-batasan serta
tatacua vang sangal terpennci dar pasat.
schingga membatasi ruang gerak dalam
pelaksanaannva  vang  beram babwa
keleluasaan daerah wntuk menentukan
sendin pengeunoan dana tersebut sangas
terbatas (E Kosswara. [596%)

sebaliknva  pada sisiem block
grants. bantuan pemenntah  diberikan
denpan tdak menvebutkan svarat-svarat
pengrunaan  khusus  Dalam  hal i
pemérintah daerah mempuavar kebebasan
untuk menggunakan hantuan atau subsid

tersebul. Pemberian  kebebasan tersebat
didasarkan pada pencapaian. opiima!
allacation of  resource fermasuk

peningkatan efisiensi dan efektifitas sera
kesejaht=raan masyarakat SECAra
maksimum. Dalam zistem block  gran:
pemerintah daerabh bebas mengpunakan
dana terschut menvnut dircreanon atay
kebyjakannva (Edi Soepangat, 1991,
Flubktuas: dalam jumlah  block
grants  bervanasi dari ahun ke tabun,
digsehabkan karens mengpunakan swmbi
fiskal dalam kekuasaan pemenntah pusal
Pemerintaly daerah harmes [ebih Aeksibel
dalam meggunakan penerimaan  block
pranis upfukl menjamin alokasi sumber-
sumber wvang  efizien  Block  prants

i
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diharapkan dapat mengurangi
ketidakmerataan pendapatan di daerah,
Pemberian subsidi kepada dacrah

harus memperhatikan  elemen-clemen

.Endah Saptutyningsih

sebagl benbkut: 1) Kebutuhan daerah; 2)
Keadaan ekonami daerah: 3) Posiss fiskal
dagrah; dan 4) Potensi ckonomi dacrah
{Alfian Lains, [983)

Tabel 3
Prosentase Bantoan Pusat terhadap APBD
di Wilayah YUDP Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1980/1951 - 1990/19%1

Tahun Kotamadya Kabupaten Kabupaten
Yopvakarta Sleman Bantul
1980/ 1981 085 i .56 .50
198171982 | 033 Hal %7
1582/1983 (%0 0.90 0.87
198371984 0,22 0.88 .75
1984/ 1983 025 {. &8 .69
1955/ 1986 (179 Q.23 {168
1986/1987 (.80 0.71 .80
1087/ | D88 77 il 081
1988/1989 078 .75 0.9
]‘QEQHEW .76 0.71 (1.594
1900/ 1991 084 0.75 0 G

Sumber: Sansnk Kewangan Ihn:'mh_.fmgkm Hiahun 199

Dalam hal kebijakan keuvangan
vang axkan diambil oleh pemenntah pusat
terhadap  suatuy  kew! dacrah  dapat
dilakukan  deéngan pertimbangan  vang
didasarkan atas berbagan fabaon’ indikaoor
svang saling ‘menunjang sam  dengan
tzinnva. Gabungan dan berbagar fakiog
vang dimaksud akan dapat menunjukkan
paténg bk potens: ekonomi, sosial, dan
sarava/ prasarana dan svatu kota! daerah
Dengan membandingkan potensi dengan
hasil kinernja kewangan vang' dapat
dihasitkan oleh dacrah vang bersangkutan
pada @ilirannva dapar  dimanfuatkan
sebagai  bahan pertimbangan untuk
menenfukan suate  kebigakan  Apabila

L

T N W 0o

suatu kota! darih dikategorikan sebaga
kota! daerah dengan potensy rendah akan
tetapl  femvata mempunyal  kinena
kevangan wang Gnggr dikarapkan akan
mendapat-kebijakan vang berbeda dengan
kota! daersh wang berpotensi  tingg
dengan kinerja kevangan vang rendah

Pembiayaan dari Pemerintah Daerah

Secara gans besar, sumber dana
pembangunan vang berasal dan APBD
dapat dikelompokkan dalam: 1) tabungan
Pemda; dan 2) pinjaman daerah Di sind
hanwva akan dibahas pembiavaan dan
tabungan Pemerintah Daerah.
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Tabsel 4
Tabungan Netto (TN} Kotamadya Yegyakarta
Tahun 1992/1993 - 1996/1997

{dalam fura rupiah)
St 925% Gued GARSL U5 weiSi | || Saioageml
F'and&paﬂan Rutin 13 EIE1 fOSE  18.563 21 E-EE 25 228 95 344
+ |gin-lain 210 223 238 255 273 1.153
- belanja rulin 11337 125% 4383 1533 7081 TO.104
- belanjalamdmn | T2 444 444 444 1188 2583 |
TN dengan SDO 2692 334 45 6072 123 23848
TN tanpa SDO (1.881) (1.582) (G24) 663  1.552

Sumber Mediem-term lmeestment Program | 992/ [995- 906/ 1997

Tabungan Permenntah  Daerah.
vang dnpat didefinistkan sebaga selisih
antara PAD + bagi hasil pajak dan bukan
pmak dengan pengeluamn  migin  vang
dibiavms  oleh  Pemerintah  Daerah
merupakan sumber dana  pembangunan
vang penting bag daerah. Hal m
disebabkan karena sumber dana ini adalah
sumber dama vang asli dimiliki oleh
dasrah., sehimpma  dasrah mempunval
kebebasan dalam penggunaannyva. Untuk
menciptakan otonomi daerah vang nvata
dan bertanggung jawab. maka sumber
dana im perlu mendapat perhatian vang
khusus  bag: pemenntah  dacrah  di
kemudian  han,  teretama  melalui
pemngkatan PAD dan bagi hasil pajak
dan bukan pajak. utamanva PBB

Pembiavaan dari Hasl Pungutan atas
Frasarana' Pelavanan Umum

Semakin  berkembang  suatu
daerah. semakin banvak fasillitas ataupun
jasa  vang perlu  disediakan  oleh
Pemerintah  Dacrah  setempal  untuk
kegiatan  perckonomian  masyarakat
schingga semakin banvak pula retribusi
vang dapat dipungut oleh dacrah tersebut.
misalnva melahw  jasa  air  bersih

YUDP

transpariasi, rumah potong hewan, samana
perparkaran.  kelistrikan,  dan sarans
fabaaran.  Jasa-jasa  pelavenan  terscbut
memang  disediakan  oleh  pemerintah
daerali sclama sekior swasta idak mao
menyediakan Sumber PeRSTIEAAN
retribusl terbesar bagi Pemernintaly Dacrah
Dati Il pada umemmva 4 Indonesia
adalah berasal dan retribus pasar, rumah

sakit dan klinik, iiin  bangunzn dan
termissal bus dan taksi
Dalam meningkatkan pee-

nenmaan dan prasarana’ pelavanan umum
imi perlu diperhatikan penstapan narga
atau  biava<biasa  bagl peongeuna jasa
prasaruti porkotaan, vang secara (eon
ekonomi seharusnva sema dengan mava
permintaan marmnal  Jika  kapasitas
infrastrubtur  (prasarana) tidak  cukup
untuk memenuh: manw’ tingkat pelavanan.
maka biaya permintaan mamginal hars
mencerminkan  tambahan  baava  bagi
kapasitas tersebut. begitu puia  halnya
dengan biava mamnal dan operas

Pinjaman
Pinjaman daerah dewasa im

semakin memegang peranan  penling

Fi-

JESF-Ear g 22000
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sebaga sumber pembiavaan pembangunan
saran: dan prasarana perkotaan dalam
ranghka meningkatkan muty  pelavanan
jasa wmum kepada masvarakar di daerah
Perauan pinjaman dacral vang semakin
meningkat.  sclwin  akan  mengurangi
kE-I.EI‘gi.I‘.IEI.th.:m pl.‘.mbﬁ:\a.a_r. daerah atas
APBN untuk pembangunan dacrah. juga
akan semakin  mendewasakan  sistem
perencanaan anggaran di  lingkungan
Pemerintah Daerah secara mantap dan
mandir, Dengan adanva pinjamarn daerah
schipa aliernanl pembiayaan
pembangunan perkotaan, maka dapat
diharapkan Pemerintah dacrah akan dapai
menentukan sendin kegiatan atau provek
vang benar-benar diperlukan masvarakar
dan akan menghasilkan pendapatan baik
seci langsung mavpun ndak langsung.
Pembiayvaa pembangunan
perketann vang bersumber dan pinjankan
sangal  berbeds dibandingkan  dengan
pembiayaan  vang  bersumker  dari
Pendapaian Ash Dacrah ataupun basmuan.
vauty  karena adama  kewajiban  untuk
melaksanakan  pembavaran  kembal
pokok dan B IR
Perkembangan dewasa i menunjukkan
bahwa banvak dacrah telah melakukan
pinjaman kepada pemerintah pusat baik
galam bentuk pimjaman  dalam neger
vang mekanisme penvalurannya
menzrunakan fazilitas Rekening
Pembengunan Dacrah  (RPD)  RDI
swasty' lembaga keuangan, maupun
pinjaman luar negen vang diteruskan oleh
pemerian  pusat  kepada  pemerintab
dacrah (SLA) Dalam kaitanmva dengan
efisiensi dan aspek  ekononu.  banvak
saranz dan prasarana perkotaan seperts
perviediaan air minum memerlukan cost
recoveny dart jasa vang diberikan dan
seiarusiva  menjadi
mopsumen,  Investas;

-Endah Saptutyningsih

Jasa sepofti itu memang dapat dibiava
irielalus pinjaman dasrah dan
bagaimanapun juga harys dibavar kembali
oleh pemakar jasa

Walaupun pada  prinsipoa
pinjaman  dasrah  diberikan  kepada
Pemerintabh Daerah  dan BUMD. pada
<envataannya sehagian besar pinjaman
masih terbatas pada PDAM  daripads
provek-provek vang dapat
mengaimbalikan biavanva [cost
recoverable). Pinjaman untuk dinas-dinas
kebersihan  atau  pasar dan  lain-lain
biaganva diberikan melalui Pemerintah
Daerah.

Fembiayaan Non-Tradisional

Selain pembiavaan dengan
sumber-suimber dana sepert diura skan d
alas, terdapat berbagar cara lan unmuk
mengadakan pembiziaan  pembangunan
perkataan Di antara cara-cara dimaksud

adalah  melalus  Berrermenr lewies.
valrization charres dsn dland-
readfustmeni.  Cara-cars  tersebut b

Indonesia masih dapat dikelompoklan
sebagnl non-tradisioni| karena belum atay
magih'  jarang  dipraktekkan  oleh
Pemermtzh Daerah Selam Fiu
pembravaan pembangunan dari partisipasi
SCKIOf  swasta juga merepakan  cars
pembiavaan  pembangunan  perketaan
vang mulzi populer di Indonesia

Betterment Levies! Volarization Charges

Merupakan pungutan alas
peningkatan mla tansh vang hasilnya
dipergunakan unntuk menutup  kembal,
biava investasi svang telah dikeluarkan
untuk  pembangunan  prasarana  umum
vang menvebabkan kenaikan milai tanab

TAE Vo T o IF oD

tanggung  jawab  (ersebut. Pembiavaan ini sesuai untuk
untuk  penvediaan  provek-provek Prasirafng  umum  vang
s e
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pengaruhnva tdak teralokasikan tetap
tidak berlaitan langsung dengan setiap
bidang tanah/ bangunan, atau
kemanfaatannva bam sctiap bidang tanah!
bangunan sulit divkur, scperti provek
Jjelan atau limbah

Land Readjustment

Merupakan guat model
pembangunan suaty lokasy’ kawasan vang
dimiliki oleh sejumish orang untuk
diningkathan menjadi suaty kawasan vang
lebibh baik. dengan tetap memperhatikan
kepentingan para pemilik tanah' bangunan
vang semula tinggal dikawasan tersebut,

Dengan carz pembangunan seperts i ada

beberapa keuntunean, antara lain;

*  biayva investasi vang perle divpavakan
lebih rendah karena tanah tdak perlu
dibeli

e pemilik o tanab. mendapat jaminan
untuk ikut memilike kawasan vang
werbangun tebil bagk

v kawazan vang semula kormne bask
atay  kumuh ‘dapat  ditacs kembali
menjadi suatu  kawasan  vang
memenehs  standar  dengan  segala
fasiltasnyva seperti jalan, saluran air.
sambungan air bersth, hstnk, taman
rekreasi. lapangan olah raga, tempat
tbadah, pasdar, pertokean, dan
sehagainva

Parti. Sipasi gektor Swasly

Partisipas: pthak swasta dalam
pembangunan  perkotaan  dewasa  ini
sangat diperlukan. mengingat kemampuan
pemerintah  baik  pemerintah  daerab
maupun pemenntah pusal relanf terbatas.
Sefain wtu, dana vang dimiliki  oleh
pemenatall pada wmumavs  dintamakan
untuk pembangunan prasarana vang tidak
diminac:  oleh swasts Pembangunan

1

perkotaan oleh zwasta dif  Indonesia
banvak dilakukan dalam penvediaan
gedung  atau  periokean.  perumahian.
tempat  rekreasi.  penvediaan  hizonk
penvediaan atr minsm. jalan tol, dan lain-
lamn.
Penvediaan prosarana’ pelayvanan
urnim vang beresifar monopoll mennlik
masalah vang lebih kompleks ldezinva
penvediaan atas  prasarana’  pelavanan
umum  perkotaan  mengandung  unsur
sosial dan bersifat monopoli dilabakan
olch pemerintah dacrah, karcna tarifnva
diharapkan dapat ditetapkan sebessr vang
tadak terialu  membeban  maswvarakar
(bukan komersial), Apabila pibak swasta
Juga bermiinal untuk ikut menvediakan
prasarana’ fasilitas umum vang demikian,
maka ada beberapa cara vang dapat
diterapkan vaim
= pengeraan - atas  bamian  toriemtu.
misainva menagih vang langganan

*  pENZCrjaan - manajemen. vails  pikak
swiasta diberi tangpgung  jawab nntuk
menpeiola suatu prasarana’ pelas anan
vang telah dizediakin ixleh
Femenntah Daerah/ pemerintah pusar

¢ Rontrak sewa

»  BOT Build. Operare, Transjer)

s BOO (Build, Chen, Clperaie)

o Pembelian atan divessnre

Pembiayaan Sarana dan Prosarana
Perkotaan

Dengan  adanva  keterbarasan
sumber  dana maka manajemen

pembiavain prasamns  perkolazn  vang
efisien  danm  efelif  sanpat | penting.
Sementara itu kebutuhan pembiataan juga
zomakin  memngkat  sejalan . dengan
semakin banvaknva penveraban wusan
pembangunan perkotasn dan pemerintah
atasan. Sehubungan dengan hal rarsebur
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maka strateri  pembiayaan penyvediaan
jasa  pelavanan  mutlak diperlukan
mengingas di satw pihak tidak selurubinya
penvediaan  samana  dan  prasarana
perkotaan mampu temangani, di lain pihak
fasilitas sosial dan fasilitss umum wang
menyangiut  kepentingan  hajat  orang
banyak dan mempunvai dampak strategis
uniik  melindungi  masyarakat  wajib
dizangani oleh Pemerintah Daerah. antara
lan. 1} Investasi  ame  Pembiavaan
program-program  Pemerintah  Daeraly
hommadva Yogvakana diamhkan untuk
penvediaan sarana dan prasana dasar vani
dapat menarik minat masvarakat’ swas
untek menginvesiasikan modalpyva untuk
pengembangan  dan  peningkatan  jasa
pelavanan lebih lanjue, 2} Pemingkatan
dan pengambaugan bentuk-bantuk
kerjasama  dengan  pihak ketiga
sebagzimana 1elah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 3
Tahun 1986 vang  mungkin perly
disesuaikan dengan perkembangan
keadoan terutama  memberikan peranan
vang lebih besar kepada pihak ketign
dengan fitik berat penpendalian pia

-Endah Saptutyningsih

kerjasama tetap di tangan Pemerintah
Dasrah melalui kontrak  kergasama. 3)
Investzsi di sektor pelavanan perkotaan
{helunja Pembangunan) hares
memberikan  ailai cost recovery vang
cukup sefungga mampu menank minat
swasta untk menpelola jasa pelavanan
dimaksud. 4} Pola investasi subsidi silang
pihak swasta untuk menangani provek
vang revenue orented dengan provek-
provek  mon-revenus  onented  perly
dipskiirkan, misalnya pihak swasta wanb
Derpartisipass  memperbatki  hingkungan
kumuli sebelum  mereka  melaksanakan
kegiatah  ekonomi  dan  bisnis  dalam
penvediasn jasa pelavanan perkotaan, 3)
Penggunaan retribusi  dacrab hendaknva
diarahkan sepenuhnya entuk penvediaan
jasa pelavanan. 6) Pemerintah Daerah
perly melakukan efisiensi penggunaan
dana pembangunan praszrans kota dan
menghindan  kegiatan  vang  tumpang
undih serta koordinasi kegiatan  vang
saling  menunjang unwk  memperoleh
manfaat vang besar di bidane pelavanan
masvarakat.

Tabel 5
Pembiayaan YUDF kotamadya Yagvakarta
Tahusn 1992/1993 . 1996/1997
fdatam juta rupiah, karga kanstan Marer [99])

" Sektor/ | 92003 93/84  94/55 9586 9697  ©258 3

| Sumber dana

| Air barsih

PDAN 04 1882 1817 185 657 6476 A1
ROABLK [ P2l < 0 0 0 0
Swadaya 153 284 A&7 459 325 1535 i

| Sub tota) 857 1.033 2174 27116 882  7.987 100
Drainase :

APED I 57 57 &5 B4 BE 355 23
Migres I X 2 a7 27 s 137 3 |

IR P No, 23000
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Ry »;w 7/

ROA/BLN 408 425 438 e 450 2167 3t
AFBD | 34 43 46 48 a2 228 2
APEMN 234 250 276 X3 J8 1372 36
Sub total 768 803 856 8048 825 4260 103
Sanitesi
APBD I a5 213 334 404 421 1707 21
Inpres |1 B3 81 79 TE T4 303 5
ROABLN 54 3al 3m a7 e 1833 i)
APEN 618 659 128 799 B14 3618 5
Lainnya 73 B3 105 131 146 538 7
Sub total 1394 1455 1876 17BE 1836 B.089 100
Sampah |
APBD I By &7 B ga 103 417 10
Inpras 1 a7 84 g2 B9 8y 458 11
RDABLMN 345 38 W9 e -0 18T 47
APED | 5 h 5 ] & 27 1
AFBN 186 1599 219 241 245 1.05 &
Lannya 2 24 3 8 47 156 4
Sub tota] 730 757 808 B39 B73 4026 164
Jalan
APED |1 1z a7 118 144 150 &7 4
Inpras |l B8 THT 785 Td4 723 .82 26
Inpres =J¥ 1215 1182 1448 1117 1086 5748 &
Inpres | st h#? 537 547 1435 d.252 24
APBM B0 a6 T 1 106 470 3
Sub tofal 2720 2678 2664 2655 1139 13816 oo
Kie
APBE Il 5 24 30 ] 38 153 15
APEN - A 1 114 125 T BEG Gy
Lainnya | 44 1 ) 21 26 28 a7 S
Sub fofal 136 144 1635 187 194 825 1o
MiTE
ARED 81 BO g8 ] 124 503 B3
Lainnya ] G g 0 11 Al :
Sub total s gt 106 129 115 543 100
Lingkungan 0 0 0 i 0 0 C
Jumizh 5986 6165 65T 6885 7486 33193 100
APBD 602 538 a1 BEE 923 3741 11
Inpras 1l 1.018 980 963 43 910 4817 15
Inpras FJK 1215 1,182 1148 1117 1086 5.748 i
ROAELN 107115 18T 1204 123 BATE 18
APBD | 43 48 & b5 58 255 1

a3
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-Endah Saptutyningsih
Inpres | BT 537 37 EAT 1,135 .k 0
AFEN 1,216 1.286 1.432 1572 1.601 7,118 21
Lannya e I 622 o4 262 2378 7
Alternatif Kemitraan dalam Feterlibatan sWasia dalam

Pembiayaan Sarana dan Prasarana
Perkotaan

Dengan - semakin  borapam  dan
kompleksnva  mntutan . tugas  dan
pelavanan kepada masvarakat {baik dalam
kuantias  maupun kualitas)  schingga
dihadapkan  kepada  perkembangan
pendanaan vang meningkat dengan cepat.
mika keterlibatan masyvarakat secarn fuas

menjadi  sangal penting.  Dilihat  dari
Tmuannya, keterlibatan  swasta  dapat
berupa kegiatan vang bersifat

mengumpulkan atay menvediakan dana
dan berupa  kegiatan untuk menskan
biava ataw meningkatkan efisiensi bapi
pengadaan jasa kemasyarakatan, Dalam
konteks . landasan pijak vang sangat
penting  adalah: (1) sektor  swasta
mempunvai  polénsi vang besar untuk
melakukan banvak kegiatan secara lebih
efisicn dibandingkan sektor publik. dan
(2} bahwa perhitungan manfast vang
thperoleh dan keterhibatan sekior swasta
harus didasarkan ams manfaal ekonoms
vang akan dinikmati  oleh  selunch
masyvarakal, bukan manfaat finansial vang
dapat diperoleh pihak pemenntah dacrah
diay swasta tertentu dan koteribatannya.
Uniuk memenuhi krtera kedua mi, maka
plaisanaan kemitraan harmes dibadapkan
pada situasi pasar vang kKompetitil

pembiavaan perkataan dapal mempunyai
bentuk vang sanpat beragam.  Pihak
swasta  dapat derlibat secara sanga
terbatas dan sederhans seperti  dalam
benmuk pengawasan dan pengaturan kerja
profesional oleh asosiasi, i sis lan
swasta juga dapat terlibat secara sangat
luas, waitu mulai dari pembangunan
sampai  dengan  pengoperasian sebaah
sarana hntuk memelihara dan mengealang
pendapatan

KESIMPULAM

5] Kolamadyva Y ogvakarts
pertumbuban  penduduk  vang Ungg
terdapat di  wilavah perkotaan  dan
perkembangan PDRE  wang  terus
meningkal berutama di wilavih
Fompakaria Urban Development Project
(YUDP) menynhil  kualias pelavanan
vang semakin meningkat

Dengan  semakin kompleksnva
tuntutan pelavanan kepada masyaraka
schingga dihadapkan kepada
perkembangan pendanaan vang
memingkat  denman cepat.  maka
keterhbatan  masvarakat  secarm  luzs
TEFIEAmE) swasta  menjad sangl
penting.karena  dapar  meéningkatian
efisiensi bag pengadaan Jasa
kemasvarakalan
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